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BAB lI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perdagangan manusia (human trafikking) merupakan masalah klasik yangselalu 

terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (communis opinio) 

bahwaperdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat 

kitabantah. Pasal 1 The Council Framework Decision Tahun 2002 mendefinisikan 

perdagangan orang sebagai suatu tindakan pidana berkaitan dengan perekrutan, 

transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang termasuk pertukaran 

atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain dimana 

penggunaanya : 

1. Menggunakan paksaan, kekuatan, atau ancaman, termasuk di dalamnya 

pemalsuan; 

2. Menggunakan penculikan atau penipuan; 

3. Terdapat penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan seseorang dimana orang 

itutidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya; dan 

4. Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan 

persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain, untuk 

tujuan eksploitasi atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan 

yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik yang 
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serupa perbudakan, atau tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau dalam 

bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya termasuk di dalamnya pornografi .
1
 

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat danmerupakan salah 

satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat didunia. Dewasa ini 

perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatanterbesar di dunia yang 

harus ditanggulangi karena akibat yang di timbuklkan tidaksaja pada aspek ekonomi, 

tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.
2
 Ketika menelisik apa yang 

menjadi faktor penyebab utama maraknyaperdangan orang (human trafikking) ini, 

dalam kasus-kasus yang pernahterungkap, ada tiga hal yang dapat diketahui adalah 

Pertama; komiskinan(Poverty), kedua; banyaknya penduduk dan ketiga; Budaya 

patriaki. Kemiskinanmerupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya 

perdagangan manusiaini. Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah 

dengan mudahdapat dibujuk untuk di jual dengan modus memberikan pekerjaan 

untukkehidupan yang lebih baik.  

Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduknegara yang besar dan 

sulitnya mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Menurut Aliansi Global Anti 

Perdagangan Perempuan (Global Aliance Againts the Trafficking of 

Women/GAATW) mendefinisikan perdagangan orang sebagai “ All acts involved in 

the recrutment and/or transportation of a person within and across national borders 

for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or 

                                                           
1
 Ibid, hlm 21 

2
 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen 

Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1 



4 

 

dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion” 
3
. Definisi ini 

secara jelas memisahkan antara perekrutan dan tujuan akhir perdagangan manusia 

dan bisa bersifat lintas negara ataupun dalam suatu negara 

Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budaya patriaki 

yangselalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu 

yangsering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita.Untuk memuluskan 

kejahatan perdangan orang (human trafikking) ini,para pelaku memakai beberapa 

cara, ada yang diculik dan kemudian dijualketempat-tempat pelacuran diluar 

negaranya, ada yang dijual oleh keluargamereka sendiri yang percaya bahwa anak-

anak mereka akan menjadi pembanturumah tangga atau memakai modus kawin 

kontrak dengan orang asing dan yangterakhir adalah dengan ditipu untuk 

dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudiandijual ketempat pelacuran. 

Ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan terhadap perempuan dananak 

menjadikan mereka objek dalam perdagangan manusia (human trafikking)ini. Baru-

baru ini terkuak kasus yang menghebohkan dimana terjadinya penjualanbayi keluar 

negeri yang dilakukan secara terorganisir.  

Tindakan ini tentu membuatkita bertanya bagaimana hal tersebut bisa menjadi 

komoditi bagi orang-orangtertentu dan tidak mudah ditanggulangi dengan hukum 

nasional kita.Perdagangan manusia (human trafikking) merupakan bentuk 

perbudakanmodern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. 

Denganperkembangan teknologi informasi, komunikasi dan tranformasi maka 

                                                           
3
 Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, op cit , hlm 17 
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modusperdangan manusia semakin canggih
4
. Modus baru ini merupakan trend baru 

bagiagen-agen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara komersil. 

Halini dapat ditemui di internet seperti munculnya fenomena mail order 

Brides.Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk mengeruk keuntangan semata 

bagiagen penyedia. Bagi wanita objeknya tujuannya adalah untuk meringankan 

bebankeluarga mereka. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lanjut dengan mengangkat judul, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk di 

Pekerjakan di Luar Negeri (studi putusan nomor 216/pid.b/2011 Pn.Btm).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah 

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap 

pelaku tindak pidana Perdagangan Orang menurut putusan No. 

216/PID.B/2011/PN.BTM? 

2. Bagaimana peraturan terkait tindak pidana Perdagangan Manusia dalam 

KUHP Baru 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim  

                                                           
4
 B. Rahmanto, 2005, Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, 

Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 12. 
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dalam penjatuhan hukuman pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan 

Eksploitasi Seksual Komersial berdasarkan putusan Hakim 

No.216/PID.B/2011/PN.BTM 

2. Untuk mengetahui peraturan terkait tindak pidana Perdagangan Manusia 

dalam UU No. 21 Tahun 2007 

D. Mamfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang 

akan diperoleh, antara lain : 

1) Secara Teoritis  

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

(kontribusi) bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan 

dengan tindak pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) 

2) Secara Praktis  

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan,pengetahuan, dan 

wawasan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam 

bidang hukum pidana terutama para aparat penegak hukum, Kepolisian, 

Kejaksaan, Kehakiman yang bertugas menangani Perdagangan Orang Untuk 

dipekerjakan di luar negeri 

3) Manfaat Bagi Penulis 

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat 

menyelesaikan perkuliahaan di Fakultas Hukum Universitas HKBP 

Nommensen serta menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya 
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yang berkaitan dengan tindak pidana Perdagangan Manusia (Human 

Trafficking) Untuk Dipekerjakan di luar negeri  
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BAB lII 

TINJAUAN lPUSTAKA 

A. Tinjauan lUmum lTentang lTindak lPidana lPerdagangan lOrang 

1. Pengertian lTindak lPidana lPerdagangan lOrang lDan lUnsur-Unsur 

lTindak lPidana lPerdagangan lOrang 

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit 

dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar 

feit. Perkataan “feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu 

kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “strafbaar” berarti 

“dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat 

diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang 

sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat 

dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, 

perbuatan ataupun tindakan.
5
 

Simons telah merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu “tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 

undang-undang telah dinyatakan sebagaisuatu tindakan yang dapat dihukum ”. 

Alasan ldari lSimons lapa lsebabnya l“strafbaar lfeit” litu lharus ldirumuskan 

lseperti ldi latas ladalah lkarena: 

a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat 

suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, 

                                                           
5
 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2013, hlm. 181. 
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di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum; 

b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus 

memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-

undang; dan 

c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban 

menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan 

melawan hukum atau merupakan suatu “onrechtmatige handeling”.
6
 

Terjemahan latas listilah lstrafbaar lfeit lke ldalam lbahasa lIndonesia 

lditerjemahkan ldengan lberbagai listilah lmisalnya ltindak lpidana, ldelik, lperistiwa 

lpidana, lperbuatan lyang lboleh ldihukum, lperbuatan lpidana ldan lsebagainya. 

lPembentuk lundang-undang lkita ltelah lmenggunakan lperkataan l“strafbaar lfeit”, 

lmaka ltimbullah ldalam ldoktrin lberbagai lpendapat ltentang lapa lyang lsebenarnya 

lyang ldimaksud ldengan l“strafbaar lfeit” ltersebut. lPendapat lbeberapa lahli 

lmengenai ltindak lpidana ladalah: 

a. Menurut lPompe l“strafbaar lfeit” lsecara lteoritis ldapat lmerumuskan 

lsebagai lsuatu lpelanggaran lnorma l(gangguan lterhadap ltertib lhukum) 

lyang ldengan lsengaja lataupun ldengan ltidak lsengaja ltelah ldilakukan 

loleh lseorang lpelaku, ldi lmana lpenjatuhan lhukuman lterhadap lpelaku 

ltersebut ladalah lperlu ldemi lterpeliharanya ltertib lhukum ldan lterjaminnya 

lkepentingan lhukum. 

b. Van lHamel lmerumuskan l“strafbaar lfeit” litu lsebagai l“suatu lserangan 

latau lsuatu lancaman lterhadap lhak-hak lorang llain”. 

c. Menurut lE. lUtrecht l“strafbaar lfeit” ldengan listilah lperistiwa lpidana 

lyang lsering ljuga lia lsebut ldelik, lkarena lperistiwa litu lsuatu lperbuatan 

lhandelen latau ldoen lpositif latau lsuatu lmelalaikan lnatalen-negatif, 

lmaupun lakibatnya l(keadaan lyang lditimbulkan lkarena lperbuatan latau 

lmelalaikan litu). 

Sementara litu, lMoeljatno lmenyatakan lbahwa ltindak lpidana ladalah 

lperbuatan lyang ldilarang ldan ldiancam ldengan lpidana, lterhadap lbarang lsiapa 

lmelanggar llarangan ltersebut. lPerbuatan litu lharus lpula ldirasakan loleh 

                                                           
6

 lIbid, lhlm. l185. 



10 

 

lmasyarakat lsebagai lsuatu lhambatan ltata lpergaulan lyang ldicita-citakan loleh 

lmasyarakat. 

Dengan ldemikian, lmenurut lMoeljatno ldapat ldiketahui lunsur-unsur ltindak 

lpidana lsebagai lberikut: 

1.Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti 

luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia; 

2.Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, 

yaitu bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana 

sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut,; 

3.Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yaitu bahwa 

KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang 

telah dilakukan; 

4.Dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu 

pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya 

tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban 

seseorang terletak dalam keadaan jiwanya; 

5.Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu dilakukan oleh 

orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan harus ada yang 

menghendaki, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana 

serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar 

sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat 

diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan 

akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.
7
 

Unsur-Unsur l lTindak lPidana 

Perdagangan lOrang 

Undang-Undang lNomor l21 lTahun l2007 ltentang lPemberantasan lTindak 

lPidana lPerdagangan lOrang l(PTPPO) lPasal l1 langka l1 lmenyebutkan ldefinisi 

lperdagangan lorang ladalah lsebagai lberikut: 

Perdagangan lorang ladalah ltindakan lperekrutan, lpenampungan, lpengiriman, 

lpemindahan, latau lpenerimaan lseseorang ldengan lancaman lkekerasan, 

lpenggunaan lkekerasan, lpenculikan, lpenyekapan, lpemalsuan, lpenipuan, 

lpenyalahgunaan lkekuasaan latau lposisi lrentan, lpenjeratan lutang latau 

                                                           
7

 lErdianto lEffendi, lHukum lPidana lIndonesia lSuatu lPengantar, lCetakan lKesatu, lRefika lAditama, 

lBandung, l2011, lhlm. l97-98. 
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lmemberi lbayaran latau lmanfaat, lsehingga lmemperoleh lpersetujuan ldari 

lorang lyang lmemegang lkendali latas lorang llain ltersebut, lbaik lyang 

ldilakukan ldi ldalam lNegara lmaupun lantar lnegara, luntuk ltujuan 

leksploitasi latau lmengakibatkan lorang ltereksploitasi. 

Adapun ldefinisi lmengenai lperdagangan lorang ldipublikasikan loleh 

lPerserikatan lBangsa-Bangsa l(PBB) lsebagai lketentuan lumum ldari lProtocol lto 

lPrevent, lSuppress, land lPunish lTrafficking lin lPersons l(Protokol luntuk 

lMencegah, lMenekan ldan lMenghukum lPerdagangan lManusia) ladalah lsebagai 

lberikut: 

Human lTrafficking lis la lcrime lagainist lhumanity. lIt linvolves lan lact lof 

lrecruiting, ltransporting, ltransfering, lharbouring lor lreceiving la lperson 

lthrough la luse lof lforce, lcoercion lor lother lmeans, lfor lthe lpurpose lof 

lexploiting lthem. l(Perdagangan lmanusia ladalah ltindakan lkriminal lterhadap 

lkemanusiaan. lKegiatannya lmeliputi ltindakan lperekrutan, lpengangkutan, 

lmentrasfer, lmenyimpan latau lmenerima lseorang lmanusia lmenggunakan 

lkekerasan, lpemaksaan latau llainnya luntuk lkeperluan lmengeksploitasi 

lmereka).
8
 

Sedangkan ltindak lpidana lperdagangan lorang ldisebutkan ldalam lPasal l1 

langka l2 lUndang-Undang lPTPPO ladalah: l“Setiap ltindakan latau lserangkaian 

ltindakan lyang lmemenuhi lunsur-unsur ltindak lpidana lyang lditentukan ldalam 

lUndangUndang lini.” 

Berdasarkan lUndang-Undang lNomor l21 lTahun l2007, lsecara lmateriil 

lruang llingkup ltindak lpidana lperdagangan lorang lmengandung lunsur lobjektif 

ldan lunsur lsubjektif lsebagai lberikut: 

1. lUnsur lobjektif, lyaitu: 

a. lAdanya lperbuatan lTPPO, lyaitu: 

1) Perekrutan; 

2) Pengangkutan; 

3) Penampungan; 

4) Pengiriman; 

5) Pemindahan; 

6) Penerimaan. 

                                                           
8

 lUNODC, lloc.cit. 
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b. lAdanya lakibat lyang lmenjadi lsyarat lmutlak l(dilarang) lyaitu: 

1) Ancaman/penggunaan lkekerasan; 

2) Penculikan; 

3) Penyekapan; 

4) Pemalsuan; 

5) Penipuan 

6) Penyalahgunaan lkekuasaan; 

7) Posisi lrentan. 

c. lAdanya ltujuan latau lakibat ldari lperbuatan, lyaitu: 

(1) lPenjeratan lutang; 

(2) lMemberi lbayaran/manfaat; 

(3) lEksploitasi, lterdiri ldari: 

b. lEksploitasi lseksual; 

1) Kerja lpaksa/pelayanan lpaksa; 

2) Transpalansi lorgan ltubuh. 

d. lUnsur ltambahan: 

Dengan latau ltanpa lpersetujuan lorang lyang lmemegang lkendali. 

2. lUnsur lsubjektif lyaitu: 

a. lKesengajaan: 

1) Sengaja lmemberikan lkesaksian ldan lketerangan lpalsu; 

2) Sengaja lmelakukan lpenyerangan lfisik. 

b. lRencana lterlebih ldahulu: 

1) Mempermudah lterjadinya lTPPO; 

2) Sengaja lmencegah, lmerintangi, latau lmenggagalkan lproses lhukum; 

3) Sengaja lmembantu lpelarian lpelaku lTPPO; 

4) Sengaja lmemberitahukan lidentitas lsaksi.
9
 

Undang-Undang lNomor l21 lTahun l2007 ljuga lmerumuskan lmengenai 

lruang llingkup ltindak lpidana lperdagangan lorang lyaitu: 

1. Setiap ltindakan latau lserangkaian ltindakan lyang lmemenuhi lunsur-unsur 

ltindak lpidana lyang lditentukan ldalam lundang-undang lini l(UndangUndang 

lNomor l21 lTahun l2007). lSelain litu, lUndang-Undang lNomor l21 lTahun 

l2007 ljuga lmelarang lsetiap lorang lyang lmemasukan lorang lmemasukan lke 

lwilayah lNegara lKesatuan lRepublik lIndonesia l(NKRI) luntuk ldieksploitasi; 

2. Membawa lWarga lNegara lIndonesia l(WNI) lke lluar lwilayah lNKRI luntuk 

ltujuan leksploitasi; 

3. Mengangkat lanak ldengan lmenjanjikan lsesuatu latau lmemberikan lsesuatu 

luntuk lmaksud leksploitasi; 

4. Mengirimkan lanak lke ldalam latau lke lluar lnegeri ldengan lcara lapa lpun; 

ldan lsetiap lorang lyang lmenggunakan latau lmemanfaatkan lkorban lTPPO 

                                                           
9

 lHenny lNuraeny2, lop.cit, lhlm. l288-290 
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ldengan lcara lmelakukan lpersetubuhan latau lpencabulan, lmempekerjakan 

lkorban luntuk ltujuan leksploitasi latau lmengambil lkeuntungan; 

5. Setiap lorang lyang lmemberikan ldan lmemasukan lketerangan lpalsu lpada 

ldokumen lnegara latau ldokumen llain luntuk lmempermudah lTPPO; 

6. Setiap lorang lyang lmemberikan lkesaksian lpalsu, lmenyampaikan lbukti 

lpalsu latau lbarang lbukti lpalsu, latau lmempengaruhi lsaksi lsecara lmelawan 

lhukum; 

7. Setiap lorang lyang lmenyerangan lfisik lterhadap lsaksi latau lpetugas 

ldipersidangan lperkara lTPPO; lsetiap lorang lyang lmencegah, lmerintangi, 

latau lmenggagalkan lsecara llangsung latau ltidak llangsung lpenyidikan, 

lpenuntutan ldan lpersidangan ldi lsidang lPengadilan lterhadap ltersangka, 

lterdakwa, latau lsaksi ldalam lperkara lTPPO; lsetiap lorang lyang lmembantu 

lpelarian lpelaku lTPPO; 

8. Setiap lorang lyang lmemberikan lidentitas lsaksi latau lkorban lpadahal 

lseharusnya ldirahasiakan lpalsu latau lbarang lbukti lpalsu, latau 

lmempengaruhi lsaksi lsecara lmelawan lhukum; 

9. Setiap lorang lyang lmenyerangan lfisik lterhadap lsaksi latau lpetugas 

ldipersidangan lperkara lTPPO; lsetiap lorang lyang lmencegah, lmerintangi, 

latau lmenggagalkan lsecara llangsung latau ltidak llangsung lpenyidikan, 

lpenuntutan ldan lpersidangan ldi lsidang lPengadilan lterhadap ltersangka, 

lterdakwa, latau lsaksi ldalam lperkara lTPPO; lsetiap lorang lyang lmembantu 

lpelarian lpelaku lTPPO; 

10. Setiap lorang lyang lmemberikan lidentitas lsaksi latau lkorban lpadahal 

lseharusnya ldirahasiakan
10

 

2. lJenis-Jenis lPerdagangan lOrang 

Secara lnormatif, ldalam lUndang-Undang lNomor l21 lTahun l2007 lTentang 

lPemberantasan lTindak lPidana lPerdagangan lOrang ltelah lditentukan ljenis-jenis 

ltindak lpidana lperdagangan lorang. lNamun, luntuk lmengetahui lhal litu, lmaka 

lharus ldilakukan lkajian lsecara lmendalam lterhadap lketentuan-ketentuan lyang 

ltercantum ldalam lundang-undang ltersebut. lDari lhasil lkajian ltersebut, lmaka 

ltindak lpidana lperdagangan lorang ldapat ldigolongkan lmenjadi l16 ljenis ltindak 

lpidana lperdagangan lorang litu, lmeliputi:
11

 

                                                           
10

 lIbid, lhlm. l98-99 
11

 lPenjelasan l lUndang-Undang lNomor l21 lTahun l2007 ltentang ljenis-jenis lTindak lPidana 

lPerdagangan lOrang. 
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1) Tindak lPidana lKekerasan 

2) Tindak lpidana limpor lorang 

3) Tindak lpidana lekspor lorang 

4) Tindak lpidana lpengangkatan lanak ldengan ltujuan leksploitasi 

5) Tindak lpidana lpengiriman lanak lke ldalam lnegeri latau lke lluar lnegeri 

ldengan ltujuan leksploitasi 

6) Tindak lpidana lpenyalagunaan lkekuasaan 

7) Tindak lpidana lmenggerakan lorang llain 

8) Tindak lpidana lpembantuan lata lpercobaan 

9) Tindak lperencanaan latau lmelakukan lpemufakatan ljahat 

10) Tindak lpidana lpemanfaatan ldan lpenggunaan lkorban 

11) Tindak lpidana lmemberikan latau lmemasukan lketerangan lpalsu lpada 

ldokumen lnegara latau ldokumen llain 

12) Tindak lpidana lmemberikan lkesaksian lpalsu 

13) Tindak lpidana lpenyerangan lfisik lkepada lterhadap lsaksi latau lpetugas 

14) Tindak lpidana lsengaja lmerintangi, lmencegah latau lmeggagalkan lsecara 

llangsung latau ltidak llangsung lpenyidikan, lpenuntutuan ldan lpemeriksaan 

ldi lsiding lpengadilan 

15) Tindak lpidana lpembantuan lpelarian lpelaku ltindak lpidana lperdagangan 

lorang. 

Bentuk-bentuk lperdagangan lmanusia 

Ada lbeberapa lbentuk ltrafiking lmanusia lyang lterjadi lpada lperempuan ldan 

lanak-anak. lDan lini lseringkali lmenjadi lalasan lutama ltrafficking. 

a. lKerja lPaksa 

Sebagian lbesar lkasus lkerja lpaksa lterjadi lkarena lpengusaha lyang ltidak 

lbermoral lmemanfaatkan lcelah ldalam lpenegakan lhukum luntuk lmengeksploitasi 

lpekerja lyang lrentan. lPekerja lini lmenjadi llebih lrentan lterhadap lpraktik lkerja 

lpaksa lkarena lpengangguran, lkemiskinan, lkejahatan, ldiskriminasi, lkorupsi, 

lkonflik lpolitik, ldan lpenerimaan lbudaya lterhadap lpraktik ltersebut. lImigran 

lkhususnya lrentan, ltetapi lindividu ljuga ldipaksa lbekerja ldi lnegara lmereka 

lsendiri. lKorban lperempuan ldari lkerja lpaksa latau lkerja lterikat, lterutama 

lperempuan ldan lanak lperempuan ldalam lperbudakan lrumah ltangga, lsering lkali 
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ljuga ldieksploitasi lsecara lseksual. lKerja lpaksa ladalah lbentuk lperdagangan 

lmanusia lyang llebih lsulit ldiidentifikasi ldan ldiperkirakan ldaripada lperdagangan 

lseks. lIni lmungkin ltidak lmelibatkan ljaringan lkriminal lyang lsama lyang 

lmendapat luntung ldari lperdagangan lseks ltransnasional, ltetapi lmungkin 

lmelibatkan lindividu lyang lmenjadikan lsatu lhingga lratusan lpekerja lsebagai 

lbudak, lmungkin lmelalui lpekerjaan lrumah ltangga lyang ldipaksakan latau lbekerja 

ldi lpabrik.
12

 

 

b. lPerbudakan lUtang ldan lKerja lPaksa ldi lKalangan lBuruh lMigran 

Kerentanan lburuh lmigran lterhadap lskema lperdagangan lmanusia lsangat 

lmengkhawatirkan lkarena lpopulasi lini lsangat lbesar ldi lbeberapa lwilayah. lTiga 

lfaktor lyang lmungkin lberkontribusi ladalah: l1) lPenyalahgunaan lkontrak; l2) 

lUndang-undang lsetempat lyang ltidak lmemadai lyang lmengatur lperekrutan ldan 

lpekerjaan lburuh lmigran; ldan l3) lPembebanan lbiaya ldan lutang lyang 

leksploitatif ldan lseringkali lilegal lsecara lsengaja lkepada lpara lburuh lini ldi 

lnegara latau lnegara lasal, lseringkali ldengan lketerlibatan ldan/atau ldukungan ldari 

lagen ltenaga lkerja ldan lpengusaha ldi lnegara latau lnegara ltujuan. 

Beberapa lpenyalahgunaan lkontrak ldan lkondisi lkerja lyang lberbahaya ltidak 

ldengan lsendirinya lmerupakan lkerja lpaksa, lmeskipun lpenggunaan latau lancaman 

lkekerasan lfisik latau lpengekangan luntuk lmemaksa lpekerja luntuk lmemulai latau 

lmelanjutkan lpekerjaan latau llayanan ldapat lmengubah lsituasi lmenjadi lkerja 

                                                           
12

 lRodliyah ldan lSalim lHS, lHukum lPidana lKhusus lUnsur ldan ljenis l lPidananya, lCetakan lKesatu, 

lRajawali lPers, lDepok, l2017, lhlm. l264-265. 
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lpaksa. lBiaya lyang ldikenakan lpada lburuh luntuk l"hak listimewa" lbekerja ldi 

lluar lnegeri ldapat lmenempatkan lburuh ldalam lsituasi lyang lsangat lrentan 

lterhadap ljeratan lutang. lNamun, lbiaya-biaya lini lsendiri ltidak lmerupakan ljeratan 

lutang latau lkerja lpaksa. lKetika ldikombinasikan ldengan leksploitasi loleh lagen 

ltenaga lkerja latau lpengusaha lyang ltidak lbermoral ldi lnegara ltujuan, lbiaya latau 

lutang lini, ljika lberlebihan, ldapat lmenjadi lbentuk ljeratan lutang. 

c. lPerbudakan lRumah lTangga lyang lTidak lDisengaja 

Pekerja lrumah ltangga ldapat lterjebak ldalam lperbudakan lmelalui 

lpenggunaan lkekerasan latau lpaksaan, lseperti lkekerasan lfisik l(termasuk lseksual) 

latau lemosional. lAnak-anak lkhususnya lrentan. lPerbudakan lrumah ltangga 

lkhususnya lsulit ldideteksi lkarena lterjadi ldi lrumah-rumah lpribadi, lyang 

lseringkali ltidak ldiatur loleh lotoritas lpublik. lMisalnya, lterdapat lpermintaan 

lyang lbesar ldi lbeberapa lnegara lkaya ldi lAsia ldan lTimur lTengah luntuk 

lpembantu lrumah ltangga lyang lterkadang lmenjadi lkorban lkondisi lperbudakan 

lyang ltidak lsukarela. 

d. lPekerja lAnak lyang lDipaksa 

Sebagian lbesar lorganisasi linternasional ldan lhukum lnasionalj lmengakui 

lbahwa lanak-anak lsecara lhukum lboleh lterlibat ldalam lpekerjaan lringan. 

lSebaliknya, lbentuk-bentuk lterburuk lpekerja lanak ltengah lmenjadi lsasaran 

lpemberantasan loleh lnegara-negara ldi lseluruh ldunia. lPenjualan ldan 

lperdagangan lanak-anak lserta lpenjeratan lmereka ldalam lkerja lpaksa ldan lterikat 

ljelas ltermasuk ldi lantara lbentuk-bentuk lterburuk lpekerja lanak. lSetiap lanak 

lyang lmenjadi lkorban lkerja lpaksa, likatan lutang, lperbudakan, latau lperbudakan 
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lmelalui lpenggunaan lkekerasan, lpenipuan, latau lpaksaan ladalah lkorban 

lperdagangan lmanusia, lterlepas ldari llokasi leksploitasi ltersebut. 

e. lPerdagangan lSeks ldan lProstitusi 

Perdagangan lseks lmerupakan lbagian lpenting ldari lperdagangan lmanusia 

lsecara lkeseluruhan ldan lmayoritas lperbudakan lmodern ltransnasional. 

lPerdagangan lseks ltidak lakan lterjadi ltanpa lpermintaan lseks lkomersial lyang 

lberkembang lpesat ldi lseluruh ldunia. lPemerintah lAS lmengambil lposisi lyang 

lkuat lterhadap lprostitusi ldalam lkeputusan lkebijakan lDesember l2002, lyang 

lmenyatakan lbahwa lprostitusi lpada ldasarnya lberbahaya ldan ltidak lmanusiawi, 

lserta lmemicu lperdagangan lmanusia. lMengubah lorang lmenjadi lkomoditas lyang 

ltidak lmanusiawi lmenciptakan llingkungan lyang lmemungkinkan lterjadinya 

lperdagangan lmanusia. 

f. lAnak-anak lDieksploitasi luntuk lSeks lKomersial 

Setiap ltahun, llebih ldari ldua ljuta lanak ldieksploitasi ldalam lperdagangan 

lseks lkomersial lglobal. lBanyak ldari lanak-anak lini lterjebak ldalam lprostitusi. 

lEksploitasi lseksual lkomersial lterhadap lanak-anak ladalah lperdagangan lmanusia, 

lterlepas ldari lkeadaannya. lKovenan ldan lprotokol linternasional lmewajibkan 

lkriminalisasi leksploitasi lseksual lkomersial lterhadap lanak-anak. lPenggunaan 

lanak-anak ldalam lperdagangan lseks lkomersial ldilarang lberdasarkan lhukum lAS 

ldan lProtokol lTIP lPBB. lTidak lada lpengecualian, ltidak lada lrasionalisasi 

lbudaya latau lsosial-ekonomi lyang lmencegah lpenyelamatan lanak-anak ldari 

lperbudakan lseksual. lIstilah-istilah lseperti l"pekerja lseks lanak" ltidak ldapat 

lditerima lkarena lmereka lsecara lkeliru lmembersihkan lkebrutalan leksploitasi lini. 
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g. l lPariwisata lSeks lAnak 

Pariwisata lseks lanak l(CST) lmelibatkan lorang-orang lyang lbepergian ldari 

lnegara lmereka lsendiri—sering lkali lnegara ltempat leksploitasi lseksual lanak 

ladalah lilegal latau lmenjijikkan lsecara lbudaya—ke lnegara llain ltempat lmereka 

lterlibat ldalam ltindakan lseks lkomersial ldengan lanak-anak. lCST lmerupakan 

lserangan lmemalukan lterhadap lmartabat lanak-anak ldan lbentuk lkekerasan 

lterhadap lanak. lEksploitasi lseksual lkomersial lterhadap lanak-anak lmemiliki 

lkonsekuensi lyang lmenghancurkan lbagi lanak-anak ldi lbawah lumur, lyang ldapat 

lmencakup ltrauma lfisik ldan lpsikologis lyang lberlangsung llama, lpenyakit 

l(termasuk lHIV/AIDS), lkecanduan lnarkoba, lkehamilan lyang ltidak ldiinginkan, 

lkekurangan lgizi, lpengucilan lsosial, ldan lkemungkinan lkematian. lTuris lyang 

lterlibat ldalam lPSA lsering lbepergian lke lnegara lberkembang luntuk lmencari 

lanonimitas ldan lketersediaan lanak lanak ldalam lprostitusi. lKejahatan lini 

lbiasanya ldipicu loleh lpenegakan lhukum lyang llemah, lkorupsi, lInternet, 

lkemudahan lperjalanan, ldan lkemiskinan. lPelaku lkejahatan lseksual lberasal ldari 

lsemua llatar lbelakang lsosial lekonomi ldan ldalam lbeberapa lkasus lmungkin 

lmemegang lposisi lkepercayaan. lKasus lpariwisata lseks lanak lyang lmelibatkan 

lwarga lnegara lAS ltelah lmencakup lseorang ldokter lanak, lseorang lsersan 

lAngkatan lDarat lyang lsudah lpensiun, lseorang ldokter lgigi, ldan lseorang 

lprofesor luniversitas. lPornografi lanak lsering lkali lterlibat ldalam lkasus-kasus lini, 

ldan lnarkoba ljuga ldapat ldigunakan luntuk lmerayu latau lmengendalikan lanak ldi 

lbawah lumur. 
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3. Defenisi lPengertian lDi lPekerjakan 

a. lKajian lTeoritis 

1. lDefinisi lKerja/Pekerjaan 

Sebelum lmembahas lmakna lkerja, lpenulis lakan lmemaparkan lterlebih 

ldahulu ldefinisi lWork lyang ldalam lbahasa lIndonesia ldiartikan lkerja latau 

lpekerjaan. lWiltshire l(2016) lmendefinisikan lkerja/pekerjaan lsebagai lkonsep 

lyang ldinamis ldengan lberbagai lsinonim ldan ldefinisi. 

1) Pekerjaan lmengacu lpada lpentingnya lsuatu laktifitas, lwaktu, ldan ltenaga 

lyang ldihabiskan, lserta limbalan lyang ldiperoleh. 

2) Pekerjaan lmerupakan lsatu lrangkaian lketerampilan ldan lkompetensi ltertentu 

lyang lharus lselalu lditingkatkan ldari lwaktu lke lwaktu. 

3) Pekerjaan ladalah lsebuah lcara luntuk lmempertahankan lkedudukan ldaripada 

lsekedar lmencari lnafkah. 

4) Pekerjaan ladalah l"kegiatan lsosial” ldi lmana lindividu latau lkelompok 

lmenempatkan lupaya lselama lwaktu ldan lruang ltertentu, lkadang-kadang 

ldengan lmengharapkan lpenghargaan lmoneter l(atau ldalam lbentuk llain), 

latau ltanpa lmengharapkan limbalan, ltetapi ldengan lrasa lkewajiban lkepada 

lorang llain 

 Yaktiningsasi l(1994) lmendefinisikan lbekerja lsebagai lsuatu lkegiatan lyang 

lmenghasilkan lsesuatu lyang lbernilai lbagi lorang llain, ldan ldalam 

lpelaksanaannya lmereka lharus lberafiliasi ldengan lorganisasi lkerja lyang lformal 

lWestwood l(2008) lmendefinisikan lbekerja lkedalam lkonteks lSocio-Cultural ldan 

lkonteks lekonomi lpolitik. lDalam lkonteks lsocio-cultural, lsecara lprinsip, lbekerja 

lmerupakan lsebuah lkewajiban lyang lkuat l(kewajiban lmoral) lpada ltiap lindividu 

lagar lbisa lberkontribusi lterhadap lkesejahteraan lkeluarga. lSedangkan ldalam 

lkonteks lekonomi lpolitik, lbekerja llebih lsebagai lpromosi lkarena 

lmerepresentasikan lstatus ldan lpenghasilan lyang ltinggi. 
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2. lMakna lKerja l(Meaning lof lWork) 

Wrzesniewski l(1999) lmendefinisikan lmakna lkerja lsebagai ltujuan 

lseseorang luntuk lbekerja ldan lpemahaman lmereka lmengenai lpekerjaan lyang 

lmereka llakukan. lMenurut lWiltshire l(2015) lada l8 lmakna lkerja, lyaitu: lBekerja 

lsebagai lkegiatan lekonomi, lBekerja lsebagai lrutinitas ldan laktif, lBekerja 

lmemuaskan lsecara lintrinsik, lBekerja lsecara lmoral ladalah lbenar, lBekerja 

lsebagai lpengalaman linterpersonal, lBekerja lsebagai lstatus ldan lprestise, lBekerja 

lsebagai lgender, ldan lBekerja lsebagai lkesempatan luntuk lberlatih. 

Sementara, lYaktiningsasi l(1994) lmengaitkan lmakna lbekerja ldengan 

lkonsep lseseorang lmengenai lhakekat lpemahaman lbekerja lsebagai laktivitas lyang 

lmenghasilkan lsesuatu lyang lbermanfaat lbagi lorang llain. lMenurutnya, lmakna 

lbekerja lterbagi lke ldalam l5 ldimensi, lyaitu: ldimensi lsentralitas lbekerja ldalam 

lkehidupan, ldimensi lnorma-norma lsosial lmengenai lbekerja, ldimensi lhasil 

lbekerja lyang lbernilai, ldimensi lkepentingan laspek-aspek lbekerja, lserta ldimensi 

lperan lbekerja. lSedangkan lpelibatan lbekerja lmencerminkan lsampai lseberapa 

lbesar lsumber ldaya lpsikologis, ltenaga, ldan lwaktu lyang ldicurahkan lseseorang 

ldalam lmelaksanakan ltugasnya. 

Liu ldan lLiu l(2015) lmengungkapkan ladanya lperbedaan lmakna lkerja lbagi 

lwanita ldan lpria. lWanita llebih lcenderung lmencari lkeamanan, lkeselamatan, ldan 

lstabilitas ldalam lpekerjaan, lsementara lpria llebih lcenderung lmencari lnilai ldalam 

lkaitannya ldengan lmewujudkan lvisi ldan lmemiliki lkarir lyang lsukses. 

Sedangkan lMarx l(2016) lmenyimpulkan lalasan lseseorang ltidak lbekerja 

ladalah lkarena lmemaknai lbekerja lsebagai lberikut: 
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a) Bekerja lsebagai lpaksaan. lMereka ldipaksa lbekerja, lsehingga ltidak 

lmengembangkan ldiri lsecara lmental lmaupun lfisik 

b) Hasil lkerja lmereka lbukan lmilik lmereka, lsehingga lmereka ltidak lmemiliki 

lapa lyang lmereka lhasilkan. lBayaran lpun ldidapat lhanya lkarena 

lkemampuan luntuk lmelakukan lpekerjaan ldan lwaktu lkerja lyang lmereka 

lhabiskan 

c) Syarat ldan lcara lkerja ldikendalikan ldan lditentukan loleh lmanajer, lsehingga 

lpekerja ltidak lmenggunakan lkapasitas lkreatif lmerek 

3. lDimensi lMakna lKerja 

Setiap lindividu lberbeda-beda ldalam lmemaknai larti lbekerja. lWrzesniewski 

let lal. l(1997), lWrzesniewski l(1999), ldan lFossen l(2010) lmembagi ldimensi 

lmakna lkerja lke ldalam lpekerjaan l(job), lkarir l(career), ldan lpanggilan l(calling) 

lsesuai ldengan lorientasi lsetiap lindividu ldalam lmemaknai larti lkerja. l 

Memahami loerientasi lpekerjaan l(Brooks, l2012), lbisa lmembantu 

lmenemukan lcara luntuk lmemotivasi ldiri lsendiri ldan lmenciptakan lsituasi lkerja 

lyang llebih lbaik ltanpa lharus lmengubah lpekerjaan, lmembantu lmengetahui 

lkarier llain lyang lmungkin llebih latau lsama-sama lmemuaskan, ldan lmenjadi 

lpengetahuan lyang lsangat lmembantu luntuk ltransisi lke lbidang lkarir lbaru. lBagi 

lseorang lmanajer, lgaya lpengawasan ldiperlukan luntuk lmengelola lindividu 

ldengan lorientasi lpekerjaan lyang lberbeda. 

4. lOrientasi lPekerjaan l(Job lOrientation): 

Individu ldengan lorientasi lpekerjaan l(job lorientation) lyang llebih lkuat, 

lketertarikan lutamanya ladalah lpada lmanfaat lmateri lyang ldiberikan loleh 

lpekerjaan. lMereka lmelihat ltujuan lkerja lsebagai lalat l(instrumen) luntuk 

lmemperoleh lsumber ldaya lyang ldiperlukan luntuk lmendukung laspek lkehidupan 

llainnya l(Fossen, l2010). 
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Individu lyang lmasuk ldalam lkategori lini lcenderung lmemandang lpekerjaan 

lmereka lsebagai lsarana luntuk lmencapai ltujuan. lMereka lbekerja luntuk 

lmenerima lbayaran ldan l/ latau lmanfaat luntuk lmendukung lhobi, lkeluarga, latau 

lkehidupan lmereka ldi lluar lpekerjaan; llebih lsuka lpekerjaan lyang ltidak 

lmengganggu lkehidupan lpribadi lmereka; ldan ltidak lmemiliki lhubungan lyang 

lkuat ldengan ltempat lkerja latau ltugas lpekerjaan lmereka. lBagi lmereka, 

lpekerjaan lberfungsi lsebagai lkebutuhan ldasar ldalam lkehidupan l(Brooks, l2012). 

5. lOrientasi lKarier l(Career lOrientation): 

Seseorang ldengan lorientasi l"karier" l(career lorientation) llebih lcenderung 

lberfokus lpada lelemen lyang lterkait ldengan lkesuksesan latau lprestise. lIndividu 

lini lakan ltertarik lpada lkemampuan luntuk lnaik lke latas ldalam lkarirnya, luntuk 

lmenerima lkenaikan lgaji ldan lgelar lbaru, ldan luntuk lmencapai lstatus lsosial 

lyang lberasal ldari lkarir. lKarier lyang lmemiliki l“tangga” lyang ljelas lmenarik 

lbagi lmereka lyang lmemiliki lorientasi lkarier l(Brooks, l2012). lIndividu ldengan 

lorientasi lkarier lyang llebih lkuat, lmelihat ltujuan lkerja lsebagai lsarana luntuk 

lmencapai lprestasi l(Fossen, l2010). 

6. lOrientasi lPanggilan l(Calling lOrientation) 

Individu ldengan lorientasi lpanggilan l(calling lorientation), lsering 

lmenggambarkan lpekerjaan lmereka lsebagai lbagian lintegral ldari lkehidupan ldan 

lidentitas lmereka. lMereka lmemandang lkarir lmereka lsebagai lbentuk lekspresi 

ldiri ldan lkepuasan lpribadi. lPenelitian lyang ldilakukan loleh lWrzesniewski ldan 

lrekan lmenemukan lbahwa lindividu ldengan lorientasi lpanggilan llebih lmungkin 

luntuk lmenemukan lpekerjaan lmereka lbermakna ldan lakan lmemodifikasi ltugas 
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lmereka ldan lmengembangkan lhubungan luntuk lmembuatnya llebih lbaik l(Brooks, 

l2012). lMereka lditemukan llebih lpuas lsecara lumum ldengan lpekerjaan ldan 

lkehidupan lmereka. 

4. Faktor-Faktor lYang lMenyebabkan lTerjadinya lPerdagangan lOrang 

a. Faktor lEkonomi 

Faktor lekonomi lmenjadi lpenyebab lterjadinya lperdagangan lmanusia lyang 

ldi llatarbelakangi lkemiskinan ldan llapangan lkerja lyang ltidak lada latau ltidak 

lmemadai ldengan lbesarnya ljumlah lpenduduk, lsehingga lkedua lhal linilah lyang 

lmenyebabkan lseseorang luntuk lmelakukan lsesuatu, lyaitu lmencari lpekerjaan 

lmeskipun lharus lkeluar ldari ldaerah lasalnya ldengan lresiko lyang ltidak lsedikit. 

Kemiskinan lyang lbegitu lberat ldan llangkanya lkesempatan lkerja lendorong 

ljutaan lpenduduk lIndonesia luntuk lmelakukan lmigrasi ldi ldalam ldan lke lluar 

lnegeri lguna lmenemukan lcara lagar ldapat lmenghidupi ldiri lmereka ldan 

lkeluaraga lmereka lsendiri. lDisamping lkemiskinan, lkesenjangan ltingkat 

lkesejahteraan lantar lnegara ljuga lmenyebabkan lperdagangan lorang. lNegara-

negara lyang ltercatat lsebagai lpenerima lpara lkorban lperdagangan lorang ldari 

Indonesia lrelatif llebih lkaya ldari lIndonesia lseperti lMalaysia, lSingapura, 

lHongkong, lThailand ldan lSaudi lArabia. lOleh lkarena litu lorang lyang lbermigrasi 

lmemiliki lharapan lakan llebih lsejahtera ljika lbermigrasi lke lnegara llain. 

b. lKurangnya lKesadaran 

 l Banyak lorang lyang lbermigrasi luntuk lmencari lkerja lbaik ldi lIndonesia 

lataupun ldi lluar lnegeri ltidak lmengetahui ladanya lbahaya lperdagangan lorang 
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ldan ltidak lmengetahui lcara-cara lyang ldipakai luntuk lmenipu latau lmenjebak 

lmereka ldalam lpekerjaan lyang ldisewenangwenangkan latau lpekerjaan lyang 

lmirip lperbudakan. 

c. lKeinginan lCepat lKaya 

Keinginan luntuk lmemiliki lmateri ldan lstandar lhidup lyang llebih ltinggi 

lmemicu lterjadinya lmigrasi ldan lmembuat lorang-orang lyang lbermigrasi lrentan 

lterhadap lperdagangan lorang. 

d. lFaktor lBudaya 

Faktor-faktor lbudaya lberikut lmemberikan lkontribusi lterhadap lterjadinya 

lperdagangan lorang: lyaitu lperan lperempuan ldalam lKeluarga, lperan lanak ldalam 

lkeluarga, lperkawinan ldini, ldan lsejarah lpekerjaan lkarena ljeratan lhutang. 

e. lKurangnya lPencatatan lKelahiran 

Orang ltanpa lpengenal lyang lmemadai llebih lmudah lmenjadi lmangsa 

ltrafiking lkarena lusia ldan lkewarganegaraan lmereka ltidak lterdokumentasi. 

lAnak-anak lyang lditrafik, lmisalnya, llebih lmudah ldiwalikan lke lorang ldewasa 

lmanapun lyang lmemintanya. 

f. lKurangnya lPendidikan 

Orang ldengan lpendidikan lyang lterbatas lmemiliki llebih lsedikit 

lkeahlian/skill ldan lkesempatan lkerja ldan lmereka llebih lmudah lditrafik lkarena 

lmereka lbermigrasi lmencari lpekerjaan lyang ltidak lmembutuhkan lkeahlian. 

g. lKorupsi ldan lLemahnya lPenegakan lHukum 

Pejabat lpenegak lhukum ldan limigrasi lyang lkorup ldapat ldisuap loleh 

lpelaku ltrafiking luntuk ltidak lmempedulikan lkegiatan-kegiatan lyang lbersifat 
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lkriminal. lPara lpejabat lpemerintah ldapat ljuga ldisuap lagar lmemberikan 

linformasi lyang ltidak lbenar lpada lkartu ltanda lpengenal l(KTP), lakte lkelahiran, 

ldan lpaspor lyang lmembuat lburuh lmigran llebih lrentan lterhadap ltrafiking 

lkarena lmigrasi lilegal. lKurangnya lbudget/anggaran ldana lnegara luntuk 

lmenanggulangi lusaha-usaha ltrafiking lmenghalangi lkemampuan lpara lpenegak 

lhukum luntuk lsecara lefektif lmenjerakan ldan lmenuntut lpelaku ltrafiking. 

B. Tinjauan lUmum lTentang lPertanggung lJawaban lPidana 

1. Pengertian lPertanggung lJawaban lPidana 

Dalam lbahasa linggris lpertanggungjawaban lpidana ldisebut lsebagai 

lresponsibility, latau lcriminal lliability. lKonsep lpertanggungjawaban lpidana 

lsesungguhnya ltidak lhanya lmenyangkut lsoal lhukum lsemata-mata lmelaikan ljuga 

lmenyangkut lsoal lnilai-nilai lmoral latau lkesusilaan lumum lyang ldianut loleh 

lsuatu lmasyarakat latau lkelompok-kelompok ldalam lmasyarakat, lhal lini 

ldilakukan lagar lpertanggungjawaban lpidana litu ldicapi ldengan lmemenuhi 

lkeadilan
13

. 

Dalam lhukum lpidana lberdasarkan lKUHP ldiatur lperihal lbeberapa lhal 

lyang lmenghapuskan, lmengurangkan latau lmemberatkan lpengenaan lpidana, 

ldidalam lBab lIII lKUHP. lKetentuan lini, lmengatur ltentang lpertanggungjawaban 

lpidana, lberkenaan ldengan lkemampuan lbertanggungjawabnya lseseorang, latas 

ltindak lpidana lyang ldilakukannya. lPertanggungjawaban lpidana lmenurut lpasal 

l44 layat-ayatnya lKUHP lyang lberbunyi lsebagai lberikut: 
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 lHanafi, lMahrus, lSistem lPertanggung lJawaban lPidana, lCetakan lpertama, lJakarta, lRajawali 

lPers, l2015, lhlm-16 
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1. Barangsiapa lmelakukan lperbuatan lyang ltidak ldapat ldipertanggung 

ljawabkan lkepadanya lkarena ljiwanya lcacat ldalam lpertumbuhan latau 

lterganggu lkarena lpenyakit,tidak ldipidana. 

2. Ika lternyata lperbuatan litu ltidak ldapat ldipertanggungjawabkan lkepada 

lpelaku lkarena lpertumbuhan ljiwanya lcacat latau lterganggu lkarena 

lpenyakit, lmaka lhakim ldapat lmemerintahkan lsupaya lorang litu 

ldimasukkan lke lRumah lSakit lJiwa, lpaling llama lsatu ltahun lsebagai lwaktu 

lpercobaan. 

3. Ketentuan ldalam layat l(2) lhanya lberlaku lpada lMahkamah lAgung, 

lPengadilan lTinggi, ldan lPengadilan lNegeri.”
14

 

Sanksi lPidana lbertujuan lmemberi lpenderitaan lkepada lpelanggar lsupaya 

lpelanggar lmerasakan lakibat ldari lperbuatannya, lserta lberfikir lbahwa lperbuatan 

lyang ltelah ldilakukan, lmemperoleh lpencelaan l
15

dari lmasyarakat. lDengan 

ldemikian, lperbedaan lprinsip ldengan lsanksi ltindakan lterletak lpada lada ltidaknya 

lunsur lpencelaan lbukan lpada lada ltidaknya lunsur lpenderitaan
16

, lsedangkan lpada 

lsanksi ltindakan ltujuannya llebih lbersifat lmendidik.
17

 

Menurut lRoeslan lSaleh lpertanggungjawaban lpidana ldiartikan lsebagai 

lditeruskannya lcelaan lyang lobjektif lyang lada lpada lperbuatan lpidana ldan 

lsecara lsubjektif lmemenuhi lsyarat luntuk ldapt ldipidana lkarena lperbuatannya 

litu
18

. lApa lyang ldimaksud ldengan lcelaan lobjektif ladalah lperbuatan lyang 

ldilakukan loleh lseseorang ltersebut lmerupakan lperbuatan lyang ldilarang, 

lperbuatan ldilarang lyang ldimaksud ldisini ladalah lperbuatan lyang lmemang 

lbertentangan latau ldialarang loleh lhukum lbaik lhukum lformil lmaupun lhukum 
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 lRedaksi lSinar lGrafika, ldalam lPertanggungjawaban lPidana lTerhadap lTurut lSerta 

l(Medeplegen) lMelakukan lTindak lPidana lMenurut lKUHP, lJurnal lLex lPrivatum, lVol.4 lNo.5, 

lISSN:2337-4942, lHal. l132 
15

 lMoeljatno, ldalam lSikap lMemidana lyang lBerorientasi lPada lTujuan lPemidanaan, lMimbar lVol. 

l21. lNo. l1/02/2009, lISSN:2443Hukum, l-0994, lHal. l100. 
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 lMuladi ldan lBarda lNawawi lArief, ldalam libid. 
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lJakarta, lGhalia lIndonesia, lhlm-33 



27 

 

lmateril. lYang ldimaksud ldengan lcelaan lsubjektif lmerujuk lkepada lsipembuat 

lperbuatan lterlarang ltersebut, latau ldapat ldikatakan lcelaan lyang lsubjektif ladalah 

lorang lyang lmelakukan lperbuatan lyang ldilarang latau lbertentangan ldengan 

lhukum. lApabila lperbuatan lyang ldilakukan lsuatu lperbuatan lyang ldicela latau 

lsuatu lperbuatan lyang ldilarang lnamun lapabila ldidalam ldiri lseseorang ltersebut 

lada lkesalahan lyang lmenyebabkan ltidak ldapat lbertanggung ljawab lmaka 

lpertanggung ljawaban lpidana ltersebut ltidak lmungkin lada. 

Dalam lpertanggungjawaban lpidana, lbeban lpertanggungjawaban ldibebankan 

lkepada lpelaku lpelanggaran ltindak lpidana lberkaitan ldengan ldasar luntuk 

lmenjatuhkan lsanksi lpidana. lSeseorang lakan lmemiliki lsifat lpertanggungjawaban 

lpidana lapabila lsuatu lhal latau lperbuatan lyang ldilakukan lolehnya lbersifat 

lmelawan lhukum, lnamun lseseorang ldapat lhilang lsifat lbertaanggungjawabnya 

lapabila ldidalam ldirinya lditemukan lsuatu lunsur lyang lmenyebabkan lhilangnya 

lkemampuan lbertanggung ljawab lseseorang. 

Menurut lChairul lHuda lbahwa ldasar ladanya ltindak lpidana ladalah lasas 

llegalitas, lsedangkan ldapat ldipidananya lpembuat ladalah latas ldasar lkesalahan, 

lhal lini lberarti lbahwa lseseorang lakan lmempunya lpertanggung ljawaban lpidana 

lbila lia ltelah lmelakukan lperbuatan lyang lsalah ldan lbertentangan ldengan 

lhukum. lPada lhakikatnya lpertanggungjawaban lpidana ladalah lsuatu lbentuk 

lmekanisme lyang ldiciptakan luntuk lberekasi latas lpelanggaran lsuatu lperbuatan 

ltertentu lyang ltelah ldisepakati
19

. lKesalahan lsebagai lunsur lpertanggung ljawaban 
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 lChairul lHuda, lDari lTindak lPidana lTanpa lKesalahan lMenuju lKepada lTiada lPertanggung ljawab 
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ldalam lpandangan lini lmenjadikan lsuatu ljaminan lbagi lseseorang ldan 

lmenjadikan lcontrol lterhadap lkebebasan lseseorang lterhadap lorang llain. lAdanya 

ljaminan lini lmenjadikan lseseorang lakan lterlindung ldari lperbuatan lorang llain 

lyang lmelakukan lpelanggaran lhukum, ldan lsebagi lsuatu lkontrol lkarena lsetiap 

lorang lyang lmelakukan lpelanggaran lhukum lpidana ldibebani lpertanggung 

ljawaban lpidana. 

B. lTeori lPertanggungjawaban lPidana 

Menurut ldoktrin lvicarious lliability, lseseorang ldapat 

ldipertanggungjawabkan latas lperbuatan ldan lkesalahan lorang llain. l
20

 lDalam 

lvicarious lliability lada lpembebanan lpertanggungjawaban lseseorang ldari ltindak 

lpidana lyang ldilakukan. lorang llain. lKedua lorang ltersebut lharus lmempunyai 

lhubungan lyaitu latasan ldan lbawahan latau lmajikan ldan lburuh latau lada 

lhubungan lpekerjaan. lDisebut ljuga ldengan lpertanggungjawaban lpengganti
21

 lJadi 

lwalaupun lseseorang ltidak lmelakukan lsendiri lsuatu ltindak lpidana ldan ltidak 

lmempunyai lkesalahan, ltetapi ldapat ldipertanggungjawabkan
22

. 

1. Unsur-Unsur lPertanggungjawaban lPidana 

Pertanggung ljawaban ladalah lbentuk lmenentukan lapakah lseseorang 

lakan ldilepas latau ldipidana latas ltindak lpidana lyang ltelah lterjadi, ldalam 

lhal lini luntuk lmengatakan lbahwa lseseorang lmemiliki laspek lpertanggung 

ljawaban lpidana lmaka ldalam lhal litu lterdapat lbeberapa lunsur lyang lharus 
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lterpenuhi luntuk lmenyatakan lbahwa lseseorang ltersebut ldapat ldimintakan 

lpertanggung ljawaban. lUnsur-unsur ltersebut lialah: 

a. Adanya lSuatu lTindak lPidana 

Unsur lperbuatan lmerupakan lsalah lsatu lunsur lyang lpokok lpertanggung 

ljawaban lpidana, lkarena lseseorang ltidak ldapat ldipidana lapabila ltidak 

lmelakukan lsuatu lperbuatan ldimana lperbuatan lyang ldilakukan lmerupakan 

lperbuatan ldimana lperbuatan lyang ldilarang loleh lundang-undang lhal litu lsesuai 

ldengan lasas llegalitas lyang lkita lanut. lAsas llegalitas lnullum ldelictum lnulla 

lpoena lsine lpraevia llage lpoenali lartinya ltidak ldipidana lsuatu lperbuatan 

lapabila ltidak lada lUndang-Undang latau laturan lyang lmengatur lmengenai 

llarangan lperbuatan ltersebut.
23

 

 Dalam lhukum lpidana lIndonesia lmenghendaki lperbuatan lyang lkonkret 

latau lperbuatan lyang ltampak, lartinya lhukum lmenghendaki lperbuatan lyang 

ltampak lkeluar, lkarena ldidalam lhukum ltidak ldapat ldipidana lseseorang lkarena 

ldasar lkeadaan lbatin lseseorang, lhal lini lasas lcogitationis lpoenam lnemo lpatitur, 

ltidak lseorang lpun ldipidana latas lyang lada ldi lfikirannya lsaja.
24

 

b. Unsur lKesalahan 

Kesalahan lyang ldalam lbahasa lasing ldisebut ldengan lschuld lyaitu lkeadaan 

lpsikologi lseseorang lyang lberhubungan ldengan lperbuatan lyang lia llakukan 

lsedemikian lrupa lsehingga lberdasarkan lkeadaan lperbuatan ltersebut lpelaku ldapat 
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ldicela latas lperbuatannya. l
25

Pengertian lkesalahan ldisini ldigunakan ldalam larti 

lluas. lDalam lKUHP lkesalahan ldigunakan ldalam larti lsempit, lyaitu ldalam larti 

lkealpaan lsebagaimana ldapat ldilihat ldalam lrumusan lbahasa lBelanda lyang 

lberada ldalam lpasal l359 ldan l360. 

c. Unsur lKesengajaan 

Dalam ltindak lpidana lkebanyakan ldi lIndonesia lmemiliki lunsur 

lkesengajaanatau lopzettelijik lbukan lunsur lculpa. lDalam ltindak lpidana 

lkebanyakan ldi lIndonesia lmemiliki lunsur lkesengajaan latau lopzettelijik lbukan 

lunsur lculpa ltindak lpidana ldengan lunsur lkesengajaan. lMengenai lunsur 

lkesalahan lyang ldisengaja lini ltidak lperlu ldibuktikan lbahwa lpelaku lmengetahui 

lbahwa lperbutannya ldiancam loleh lundang-undang, lsehingga ltidak lperlu 

ldibuktikan lbahwa lperbuatan lyang ldilakuikan loleh lpelaku lmerupakan lperbuatan 

lyang lbersifat l“jahat”. lSudah lcukup ldengan lmembuktikan lbahwa lpelaku 

lmenghendaki lperbuatannya ltersebut ldan lmengetahui lkonsekuensi latas 

lperbuataannya. lHal lini lsejalan ldengan ladagium lfiksi, lyang lmenyatakan lbahwa 

lseetiap lorang ldianggap lmengetahui lisi lundang-undang, lsehingga ldi langgap 

lbahawa lseseorang lmengetahui ltentang lhukum, lkarena lseseorang ltidak ldapat 

lmenghindari laturan lhukum ldengan lalasan ltidak lmengetahui lhukum latau ltidak 

lmengetahui lbahwa lhal litu ldilarang. 

2.Kesalahan 

Penyertaan l(delneming) 

                                                           
25

 lIbid, lhlm l114 



31 

 

1. Pengertian lpenyertaan 

Penyertaan ldikenal ldengan listilah lturut lcampur ldalam lperistiwa lpidana, 

lturut lberbuat ldelik, latau lturut lserta lyang lpada linitinya lbiasa ldikenal 

ldalam lberbagai lbahasa lsebagaimana ldalam lbahasa linggirs lperbuatan lturut 

lserta ldikenal ldengan listilah lDelneming l(Belanda), lComplicity l(Inggris), 

lTeilnahme l/Tatermenheit l(jerman), lParticipation, l(Perancis).
26

 

2. Pengertian lpenyertaan lmenurut lkonsep lKUHP 

Pembuat/dader l(Pasal l55 lKUHP) lyang lterdiri ldari; lpelaku, l(pleger) lyang 

lmenyuruh lmelakukan, l(doenpleger) lyang lturut lserta l(medepleger) 

lPenganjur l(uitloker) lPembantu/medeplichtge lPasal l56 lKUHP lyang lterdiri 

ldari; lPembantu lpada lsaat lkejahatan ldilakukan, lpembantu lsebelum 

lkejahatan ldilakukan. lKlasisfikasi lterkait lkonsep lpenyertaan ldi ldalam 

lKUHP lPasal l55 ldan lPasal l56 lyakni lsebagai lberikut; 

a) Pelaku l(pleger) 

Pelaku/pleger lialah lorang lyang lmelakukan lsendiri lperbuatan lyang 

lmemenuhi lrumusan ldelik. lDalam lpraktek lsukar lmenentukannya, 

lterutama ldalam lhal lpembuat lundang-undang ltidak lmenentukan lsecara 

lpasti lsiapa lyang lmenjadi lpembuat. lMengenai lhal lini lada lbeberapa 

lpedoman lyakni; lPeradilan lIndonesia lartinya lorang lyang lmenurutya 

lundang-undang lharus ldipandang lyang lbertanggung ljawab. lKemudian 

lyang lberikut lmenurut lPeradilan lBelanda lialah, lorang lyang lmempunyai 
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lkekuasaan latau lkemampuan luntuk lmengakhiri lkeadaan lyang lterlarang 

ltetapi ltetap lmembiarkan lkeadaan lterlarang litu lberlangsung lterus 

lmenerus. 

b) Orang lyang lmenyuruh lmelakukan l(doeenpleger) 

Doenpleger lartinya lorang lyang lmelakukan lsuatu lkegiatan ldengan 

lperantaraan lorang llain, lsedang lperantaraan lini lhanya ldiumpamakan 

lhanya lsebagai lalat. lDengan ldemikian lpada ldooenpleger lpada 

lmenyuruh lmelakukan lterdapat ldua lpihak lyakni, lpembuat llangsung, 

l(actor lphisicus/manus lministra) ldan lpembuat ltidak llangsung, l(actor 

lintelectualis/manus ldomina) lPada ldooenpleger lterdapat lunsur-unsur 

lsebagai lberikut lialah; lalat lyang ldipakai lialah lmanusia, lalat lyang 

ldipakai litu lberbuat lbukan lalat lyang lmati, lalat lyang ldipakai litu ltidak 

ldapat ldipertanggungjawabkan lunsur lketiga. lInilah lyang lmerupakan lciri 

l– lciri latau ltanda lorang lyang lmenyuruh lmelakukan l(dooenpleger). lHal 

lyang lmenyebabkan lalat l(pembuat lmateril) ltidak ldapat 

lbertanggungjawab lialah
27

 

1) Bila ltidak lsempurna lpertumbuhan ljiwanya latau lrusak ljiwanya l(Pasal 

l44 lKUHP) 

2) Bila lia lberbuat lkarena ldaya lpaksa l(Pasal l48 lKUHP) 

3) Bila lia lmelakukannya latas lperintah ljabatan lyang ltidak lsah lseperti 

ldalam l(Pasal l51 layat l2 lKUHP). 

4) Bila lia lkeliru lmenegenai lsalah lsatu lunsur ldelik; 

5) Bila lia ltidak lmempunyai lmaksud lseperti lyang ldiisyaratkan luntuk 

lkejahatan 

c) Orang lyang lturut lserta l(medepleger) 
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Undang-undang ltidak lmemberikan ldefenisi lterkait lMedepleger latau lorang 

lyang lturut lserta lmelakukan ltetapi lmenurut lMVT latau l(Memory lVan 

lToelichting) lyakni lpenjelasan ldari lKUHP lsendiri lialah, lorang lyang lturut lserta 

lmelakukan lorang lyang ldengan lsengaja lturut lberbuat latau lturut lmengerjakan 

lterjadinya lsesuatu. 

Syarat ladanya lmedepleger lialah; lada lkerjasama lsecara lsadar ldan lada 

lpelaksanaan lbersama lsecara lfisik. lYang ldimaksudkan lkerjasama lsecara lsadar 

lini lialah lberarti lada lpemufakatan lterlebih ldahulu lcukup lapabila lada lpengertian 

lantara lpeserta lpada lsaat lperbuatan ldilakukan ldengan ltujuan lmencapai lhasil 

lyang lsama. lYang lterpenting lharus lada l“kesengajaan” luntuk lbekerjasama lyang 

lsempurna ldan lerat. lDan lditujukan lkepada lhal lyang ldilarang loleh lUndang-

undang. lSebagai lcontoh lkasus ltidak lada lperbuatan lturut lserta lbila lorang lyang 

lsatu lhanya lmenghendaki luntuk lmenganiaya lsedangkan ltemannya lmenghendaki 

luntuk lmatinya lsi lkorban. lPenentuan lkehendak latau lkesengajaan litu lmasing-

masing lpeserta litu lditentukan lsecara lnormatif. lKemudian lberkaitan ldengan 

lpelaksanaan lbersama lsecara lfisik lyakni lpersoalan lkapan ldikatakan lada 

lperbuatan lpelaksanaan lmerupakan lpersoalan lyang lsulit lnamun lsecara lsingkat 

ldapat ldikatakan lbahwa lperbuatan lpelaksanaan lberarti lperbuatan lyang llangsung 

lmenimbulkan lselesainya ldelik lyang lbersangkutan. lYang lterpenting ldisini lharus 

lada lkerjasama lyang lerat ldan llangsung lbatas lanatara lperbuatan lpelaksanaan 

ldan lperbuatan lpembantuan lsangatlah lsulit
28
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d) lPenganjur l(uitlokker) 

Pengertian lpenganjur lialah lorang lyang lmenggerakan lorang llain luntuk 

lmelakukan lsesuatu ltindak lpidana ldengan lmenggunakan lsarana-sarana lyang 

lditentukan loleh lundang-undang. lJadi lhampir lsama ldengan lmenyuruh 

lmelakukan l(dooenpleger) lpada lpenganjuran lini lada lusaha luntuk lmenggerakan 

lorang llain lsebagai lpembuat lmateril/actor lphisycus 

e) lPembantuan l(medeplicthge) 

Pembantuan ldilihat ldari lperbuatannya lbersifat laccesoir lartinya luntuk 

ladanya lpembantuan lharus lada lorang lyang lmelakukan lkejahatan latau lharus 

lada lorang lyang ldibantu. lTetapi lapabila ldilihat ldari lsisi 

lpertanggungjawabannya ltidak laccesoir lartinya, ldapat ldipidana lpembantu ltidak 

ltergantung lpada ldapat ltidaknya lpelaku ldituntut latau ldituntut lpidana. lKemudian 

ljenis-jenis lpembantuan lyang ldi lrumuskan ldidalam lKUHP lialah lsebagai 

lberikut
29

 

a) lJenis lmenurut lPasal l56 lKUHP lyakni ljenis lpertama lwaktunya: lpada lsaat 

lkejahatan ldilakukan lCaranya: ltidak lditentukan lsecara llimitatif ldi ldalam 

lundang-undang 

b) lJenis lke ldua lwaktunya: lsebelum lkejahatan ldilakukan lCaranya: lditentukan 

lsecara llimitatif ldi ldalam lundang-undang lyaitu ldengan lcara lmemberi 

lkesempatan, lsarana latau lkesempatan. 

3. Alasan lPemaaf 

Dalam lhukum lpidana lada lbeberapa lalasan lyang ldapat ldijadikan ldasar 

lbagi lhakim luntuk ltidak lmenjatuhkan lhukuman/pidana lkepada lpara lpelaku latau 
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lterdakwa lyamg ldiajukan lke lpengadilan lkarena ltelah lmelakukan lsuatu ltindak 

lPidana. lAlasan ltersebut ldinamakan lalasan lpenghapus lpidana
30

 

Alasan lpenghapus lpidana ladalah lperaturan lyang lterutama lditujukan 

lkepada lhakim. lPeraturan lini lmenetapkan lberbagai lkeadaan lpelaku, lyang ltelah 

lmemenuhi lperumusan ldelik lsebagaimana lyang ltelah ldiatur ldalam lundang l– 

lundang lyang lseharusnya ldipidana, lakan ltetapi ltidak ldipidana. lHakim ldalam 

lhal lini lmenenmpatkan lwewenang ldalam ldirinya l(dalam lmengadili lperkara 

lyang lkonkret) lsebagai lpenentu lapakah ltelah lterdapat lkeadaan lkhusus ldalam 

ldiri lpelaku lseperti ldirumuskan ldalam lalas lan lpenghapus lpidana
31

 

Dengan ldemikian lalasan l– lalasan lpenghapus lpidana lini ladalah lalasan l– 

lalasan lyang lmemungkinkan lorang lyang lmelakukan lperbuatan ldelik, luntuk 

ltidak ldipidana; ldan lini lmerupakan lkewenangan lyang ldiberikan lundang l–

undang lkepada lhakim.
32

 

Dalam lteori lhukum lpidana lbiasanya lalasan-alasan lyang lmenghapuskan 

lpidana ldibedakan lmenjadi ltiga l: 

a. Alasan lpembenar lyaitu lalasan lyang lmenghapuskan lsifat lmelawan 

lhukumnya lperbuataan lsehingga lapa lyang ldilakukan loleh lterdakwa 

lmenjadi lperbuatan lyang lpatut ldan lbenar. 

b. Alasan lpemaaf lyaitu lalasan lyang lmenghapuskan lkesalahan lterdakwa. 

lYakni lperbuatan lyang ldilakukan loleh lterdakwa ltetap lbersifat lmelawan 
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lhukun ldan ltetap lmerupakan lperbuatan lpidana lakan ltetapi lterdakwa ltidak 

ldipidana lkarena ltidak lada lkesalahan. 

c. Alasan lmenghapus lpenuntutan lyang ldimaksudkan ldisini lbukan lada lalasan 

lpembenar latau lpemaaf. lJadi ltidak lada lpikiran lmengenai lsifatnya 

lperbuatan lmaupun lsifatnya lorang lyang lmelakukan lperbuatan, lakan ltetapi 

lpemerintah lmenganggap lbahwa latas ldasar lkemanfaatannya lkepada 

lmasyarakat, lsebaiknya ltidak ldijadikan lpenuntutan. 

3. lAlasan lPemaaf 

Pembagian lantara l“dasar lpembenar” l(permisibility) ldan l“dasar lpemaaf 

l(illegal lexcuse) ldalam ldasar lpenghapus lpidana. lAdanya lsalah lsatu ldasar 

lpenghapusan lpidana lberupa ldasar lpembenar lmaka lsuatu lperbuatan lkehilangan 

lsifat lmelawan lhukumnya, lsehingga lmenjadi llegal/boleh, lpembuatannya ltidak 

ldapat ldisebut lsebagai lpelaku ltindak lpidana. lJika lyang lada ladalah ldasar 

lpenghapus lberupa ldasar lpemaaf lmaka lsuatu ltindakan ltetap lmelawan lhukum, 

lnamun lsi lpembuat ldimaafkan, ljadi ltidak ldijatuhi lpidana. 

Alasan lpembenar lyaitu lalasan lyang lmenghapus lsifat lmelawan lhukumnya 

lperbuatan, lsehingga lapa lyang ldilakukan loleh lsi lpembuat llalu lmenjadi 

lperbuatan lyang lpatut ldan lbenar, l
33

 lsedangkan lalasan lpemaaf lyaitu lalasan 

lyang lmenghapuskan lkesalahan lsi lpembuat. lPerbuatan lyang ldilakukan loleh 

lterdakwa ltetap lbersifat lmelawan lhukum, ljadi ltetap lmerupakan lperbuatan 

lpidana, ltetapi lia ltidak ldipidana, lkarena ltidak lada lkesalahan
34

. 
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Dasar-dasarnya lditentukan ldalam lKUHP lsebagai lberikut l: 

a. lAlasan lpemaaf l/ lkesalahannya lditiadakan l: 

1) Jiwanya lcacat latau lterganggu lkarena lpenyakit l(Pasal l44 lKUHP) 

2) Pengaruh ldaya lpaksa l(Pasal l48 lKUHP) 

3) Pembelaan lterpaksa lkarena lserangan l(Pasal l49 lAyat(2) lKUHP) 

4) Perintah ljabatan lkarena lwewenang l(Pasal l51 lAyat l(2) lKUHP) 

b. lAlasan lpembenar l/ lpeniadaan lsifat lmelawan lhukum l: 

1) Keadaan ldarurat l(Pasal l48 lKUHP) 

2) Terpaksa lmelakukan lpembelaan lkarena lserangan lterhadap ldiri lsendiri 

lmaupun lorang llain, lterhadap lkehormatan lkesusilaan, latau lharta lbenda 

lsendiri latau lorang llai l(Pasal l49 lAyat l(1) lKUHP) 

3) Perbuatan lyang ldilaksanakan lmenurut lketentuan lundang lundang l(Pasal l50 

lKUHP) 

4) Perbuatan lyang ldilaksanakan lmenurut lperintah ljabatan loleh lpenguasa 

lyang lberwenang l(Pasal l51 lAyat l(1) lKUHP). 

Dasar lpenghapus lpidana latau ljuga lbisa ldisebut ldengan lalasan-alasan 

lmenghilangkan lsifat ltindak lpidana lini ltermuat ldi ldalam lbuku lI lKUHP, lselain 

litu lada lpula ldasar lpenghapus ldi lluar lKUHP, lantara llain l: 

1) Hak luntuk lmendidik lseperti lorang ltua lwali lterhadap lanaknya latau lguru 

lterhadap lmuridnya. 

2) Hak lyang ldapat ltimbul ldari lpekerjaan lseperti ldokter lyang lmembedah 

lpasiennya. 

Alasan lpenghapus lpidana ldi lluar lKUHP lyang ldiakui ldalam lhukum 

lpidana lpositif lmuncul lmelalui ldoktrin ldan lyuriprudensi lyang lmenjadi lsangat 

lpenting ldalam lpengembangan lhukum lpidana, lkarena ldapat lmengisi 

lkekosongan lhukum lyang lada ldan ldisebabkan loleh lperkembangan lmasyarakat. 

lPerkembangan ldalam lhukum lpidana lsangat lpenting lbagi lhakim luntuk 

lmenghasilkan lputusan lyang lbaik ldan ladil. lSedangkan lyurisprudensi lmelalui 

lmetode lpenafsiran ldan lpenggalian lhukum ltidak ltertulis lrechvinding lsangat 



38 

 

lberharga lbagi lilmu lhukum lyang lpada lakhirnya lakan lmenjadi lmasukan luntuk 

lpembentukan lhukum lpidana lyang lakan ldatang l( lius lconstituendum l). 

C. Tinjauan l lUmum lDasar lPertimbangan lHakim 

1. Pengertian lPertimbangan lHakim 

Menurut lLilik lmulyadi lbahwa lhakekat lpada lpertimbangan lyuridis lhakim 

lmerupakan lpembuktian lunsur-unsur ldari lsuatu ldelik lapakah lperbuatan 

lterdakwa ltersebut lmemenuhi ldan lsesuai ldengan ldelik lyang ldidakwakan loleh 

lpenuntut lumum lsehingga lpertimbangan ltersebut lrelevan lterhadap lamar/diktum 

lputusan lhakim. l
35

 

Pertimbangan lHakim ladalah largumen latau lalasan lyang ldipakai loleh 

lhakim lsebagai lpertimbangan lhukum lyang lmenjadi ldasar lsebelum lmemutus 

lperkara. lPertimbangan lhakim ldiagi lmenjadi l2 lbagian lyaitu: 

a. Pertimbangan lYuridis 

Pertimbangan lYuridis ladalah lpertimbangan lhakim lyang ldidasarkan lpada 

lfakta-fakta lyuridis lyang lterungkap ldalam lpersidangan ldan loleh lUndang-undang 

lditetapkan lsebagaimana lyang lharus ldimuat ldalam lputusan lmisalnya ldakwaan 

ljaksa lpenuntut lumum, lketerangan lterdakwa, lketerangan lsaksi, lbarang-barang 

lbukti ldan lpasal-pasal ldalam lperaturan lhukum lpidana. lPertimbangan lyuridis 

ldari ldelik lyang ldidakwakan ljuga lharus lsesuai ldengan laspek lteoritik, 

lpandangan ldoktrin, lyurisprudensi, ldan lposisi lkasus lyang lditangani, lbarulah 

lkemudian lsecara llimitatif lditetapkan lpendirinya. lSetelah lpencantuman lunsur-
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unsur ltersebut, ldalam lpraktek lputus lhakim, lselanjutnya ldipertimbangan lhal-hal 

lyang ldapat lmeringankan latau lmemperberatkan lterdakwa. lHal-hal lyang 

lmemberatkan lmisalnya lterdakwa lsudah lpernah ldipidana lsebelumnya, lkarena 

ljabatannya, ldan lmenggunakan lbendera lkebangsaan.
36

 

b. Pertimbangan lNon-Yuridis 

Pertimbangan lnon-yuridis ldapat ldilihat ldari llatar lbelakang lterdakwa, 

lkondisi lterdakwa ldan lagama lterdakwa. l
37

 lUndang-undang lNo.48 lTahun l2009 

ltentang lKekuasaan lKehakiman lPasal l5 layat l(1) lmengatur lbahwa lhakim lwajib 

lmenggali lmengikuti, ldan lmemahami lnilai-niali lhukum ldan lrasa lkeadilan lyang 

lhidup ldalam lmasyarakat. lMaksud ldari lketentuan lini ladalah lagar lsetiap 

lputusan lhakim lsesuai ldengan lketentuan lhukum ldan lrasa lkeadilan lbagi 

lmasyarakat. lAchmad lAli lberpendapat lbahwa ldikalangan lpraktisi lhokum 

lterdapat lkecenderungan luntuk lsenantiasa lmelihat lpranata lperadilan lhanya 

lsekedar lsebagai lpranata lhukum lbelaka, lyang lpenuh ldengan lmuatan lnormatif, 

ldiikuti llagi ldengan lsejumlah lasas-asas lperadilan lyang lsifatnya lsangat lideal 

ldan lnormatif, lyang ldalam lkenyataannya ljustru lberbeda lsama lsekali ldengan 

lpenggunaan lkajian lmoral ldan lkajian lilmu lhukum(normatif).
38

 l 

Bismar lSiregar ljuga lmenyatakan, lseandainya lterjadi ldan lakan lterjadi 

lbenturan lbunyi lhukum lantara lyang ldirasakan ladil loleh lmasyarakat loleh 
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lmasyarakat ldengan lapa lyang ldisebut lkepastian lhukum, ljangan lhendaknya 

lkepastian lhukum ldipaksakan ldan lrasakeadilan lmasyarakat ldikorbankan.
39

 

Menurut lM.H.Tirtaamdijaja lmengutarakan lcara lhakim ldalam lmenentukan 

lsuatu lhukuman lkepada lsi lterdakwa, lyaitu l“sebagai lhakim lia lharus lberusaha 

luntuk lmenetapkan lhukuman, lyang ldirasakan loleh lmasyrakat ldan loleh lsi 

lterdakwa lsebagai lsutau lhukuman lyang lsetimpal ldan ladil.” lUntuk lmencapai 

lusaha lini, lmaka lhakim lharus lmemperhatikan:
40

 

1) Sifat lpelanggaran lpidana l(apakah litu lsuatu lpelanggaran lpidana lyang lberat 

latau lringan). 

2) Ancaman lhukuman lterhadap lpelanggaran lpidana litu. lKeadaan ldan 

lsuasana lwaktu lmelakukan lpelanggaran lpidana litu l(yang lmemberikan ldan 

lmeringankan). 

3) Pribadi lterdakwa lapakah lia lseorang lpenjahat lyang ltelah lberulangulang 

ldihukum latau lseorang lpenjahat luntuk lsatu lkali lini lsaja, latau lapakah lia 

lseorang lyang lmasih lmuda lataupun lmuda lataupun lseorang lyang lberusia 

ltinggi. 

4) Sebab-sebab luntuk lmelakukan lpelanggaran lpidana. 

5) Sikap lterdakwa ldalam lpemeriksaan lperkara litu. 

Selain lkedua laspek ltersebut, ldidalam lPasal l8 layat l(5) lUndang-undang 

lNo. l48 ltahun l2009 ltentnag lKekuasaan lKehakiman, ldisebutkan lbahwa 

lmempertimbangkan lberat lringannya lpidana, lhakim lwajib lmemperhatikan lpula 

lsifat lyang lbaik ldan ljahat ldari lterdakwa. 

Menurut lHB lSutopo lada lfaktor-faktor lyang lharus ldipertimbangkan lsecara 

lsosiologis loleh lhakim ldalam lmenjatuhkan lputusan lterhadap lsuatu lperkara, 

lantara llain: 

1) Memperhatikan lsumber lhukum ltak ltertulis ldan lnilai-nilai lyang lhidup 

ldalam lmasyarakat. 
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2) Memperhatikan lsifat lbaik ldan lburuk ldari lterdakwa lserta lnilainilai lyang 

lmeringankan lmaupun lhal-hal lyang lmemberatkan lterdakwa. 

3) Memperhatikan lada latau ltidaknya lperdamaian, lkesalahan, lperanan lkorban. 

4) Faktor lmasyarakat, lyakni llingkungan ldimana lhukum ltersebut lberlaku latau 

lditerapkan. 

5) Faktor lkebudayaan, lyakni lsebagai lhasil lkarya lcipta ldan lrasa lyang 

ldidasarkan lpada lkarsa lmanusia ldalam lpergaulan lhidup.
41

 

2. Unsur-Unsur lPertimbangan lHakim 

Unsur-Unsur lPertimbangan lhakim ldalam lmenjatuhkan lputusan lmenurut 

lRusli lMuhammad ldibagi lmenjadi ldua lkategori, lyaitu: 

a). lPertimbangan lyang lbersifat lyuridis 

Pertimbangan lyang lbersifat lyuridis ladalah lpertimbangan lhakim lyang 

ldidasarkan lpada lfakta-fakta lyuridis lyang lterungkap ldalam lpersidangan ldan 

loleh lundang-undang lditetapkan lsebagai lhal lyang lharus ldimuat ldi ldalam 

lputusan. 

Hal-hal lyang ldimaksud ltersebut lantara llain l: 

1) Dakwaan lJaksa lPenuntut lUmum 

Dakwaan lmerupakan ldasar lhukum lacara lpidana lkarena lberdasar litulah 

lpemeriksaan ldipersidangan ldilakukan.Dakwaan lselain lberisikan 

lidentitas lterdakwa, ljuga lmemuat luraian ltindak lpidana lyang 

ldidakwakan ldengan lmenyebut lwaktu ldan ltempat ltindak lpidana litu 

ldilakukan. lDakwaan lyang ldijadikan lpertimbangan lhakim ladalah 

ldakwaan lyang ltelah ldibacakan ldi ldepan lsidang lpengadilan. 

2) Keterangan lterdakwa 
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Keterangan lterdakwa lmenurut lpasal l184 lbutir le lKUHAP, ldigolongkan 

lsebagai lalat lbukti. lKeterangan lterdakwa ladalah lapa lyang ldinyatakan 

lterdakwa ldi lsidang ltentang lperbuatan lyang lia llakukan latau lyang lia 

lketahui lsendiri latau ldialami lsendiri. lKeterangan lterdakwa lsekaligus 

ljuga lmerupakan ljawaban latas lpertanyaan lhakim, ljaksa lpenuntut lumum 

lataupun ldari lpenasihat lhukum. 

3) Keterangan lsaksi 

Keterangan lsaksi ldapat ldikategorikan lsebagai lalat lbukti lsepanjang 

lketerangan litu lmengenai lsesuatu lperistiwa lpidana lyang lia ldengar 

lsendiri, lia llihat lsendiri, lalami lsendiri, ldan lharus ldisampaikan ldi 

ldalam lsiding lpengadilan ldengan lmengangkat lsumpah. lKeterangan 

lsaksi lmenjadi lpertimbangan lutama ldan lselalu ldipertimbangkan loleh 

lhakim ldalam lputusannya. 

4) Barang-barang lbukti 

Pengertian lbarang lbukti ldisini ladalah lsemua lbenda lyang ldapat 

ldikenakan lpenyitaan ldan ldiajukan loleh lpenuntut lumum ldi ldepan 

lsidang lpengadilan, lyang lmeliputi l: 

a. Benda latau ltagihan ltersangka latau lterdakwa lseluruhnya latau 

lsebagian ldiduga ldiperoleh ldari ltindak lpidana latau lsebagai lhasil 

ltindak lpidana; 

b. Benda lyang ldipergunakan lsecara llangsung luntuk lmelakukan ltindak 

lpidana latau luntuk lmempersiapkan; 
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c. Benda lyang ldigunakan luntuk lmenghalang-halangi lpenyidikan ltindak 

lpidana; 

d. Benda llain lyang lmempunyai lhubungan llangsung ltindak lpidana lyang 

ldilakukan 

Barang-barang lbukti lyang ldimaksud ldiatas ltidak ltermaksud lalat lbukti. 

lSebab lundang-undang lmenetapkan llima lmacam lalat lbukti lyaitu lketerangan 

lsaksi, lketerangan lahli, lsurat, lpetunjuk, ldan lketerangan lterdakwa. lAdanya 

lbarang lbukti lyang lterungkap lpada lpersidangan lakan lmenambah lkeyakinan 

lhakim ldalam lmenilai lbenar ltidaknya lperbuatan lyang ldidakwakan lkepada 

lterdakwa, ldan lsudah lbarang ltentu lhakim lakan llebih lyakin lapabila lbarang 

lbukti litu ldikenal ldan ldiakui loleh lterdakwa lataupun lsaksi-saksi 

5) Pasal-pasal ldalam lperaturan lhukum lpidana 

Dalam lpraktek lpersidangan, lpasal lperaturan lhukum lpidana litu lselalu 

ldihubungkan ldengan lperbuatan lterdakwa.Dalam lhal lini, lpenuntut lumum ldan 

lhakim lberusaha luntuk lmembuktikan ldan lmemeriksa lmelalui lalat-alat lbukti 

ltentang lapakah lperbuatan lterdakwa ltelah latau ltidak lmemenuhi lunsur-unsur 

lyang ldirumuskan ldalam lpasal lperaturan lhukum lpidana. 

b) lPertimbangan lyang lbersifat lnon lyuridis 

1) lLatar lbelakang lterdakwa 

Latar lbelakang lperbuatan lterdakwa ladalah lsetiap lkeadaan lyang 

lmenyebabkan ltimbulnya lkeinginan lserta ldorongan lkeras lpada ldiri 

lterdakwa ldalam lmelakukan ltindak lpidana lkriminal. 

2) lAkibat lperbuatan lterdakwa 
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Perbuatan lpidana lyang ldilakukan lterdakwa lsudah lpasti lmembawa 

lkorban lataupun lkerugian lterhadap lpihak llain. lBahkan lakibat ldari 

lperbuatan lterdakwa ldari lkejahatan lyang ldilakukan ltersebut ldapat lpula 

lberpengaruh lburuk lkepada lmasyarakat lluas, lpaling ltidak lkeamanan ldan 

lketentraman lmereka lsenantiasa lterancam 

3) lKondisi ldiri lterdakwa 

Pengertian lkondisi lterdakwa ladalah lkeadaan lfisik lmaupun lpsikis 

lterdakwa lsebelum lmelakukan lkejahatan, ltermaksud lpula lstatus lsosial 

lyang lmelekat lpada lterdakwa. lKeadaan lfisik ldimaksudkan ladalah lusia 

ldan ltingkat lkedewasaan, lsementara lkeadaan lpsikis ldimaksudkan ladalah 

lberkaitan ldengan lperasaan lyang lberupa: ltekanan ldari lorang llain, lpikiran 

lsedang lkacau, lkeadaan lmarah ldan llain-lain. lAdapun lyang ldimaksudkan 

ldengan lstatus lsosial ladalah lpredikat lyang ldimiliki ldalam lmasyarakat. 

4) lAgama lterdakwa 

Keterikatan lpara lhakim lterhadap lajaran lagama ltidak lcukup lbila 

lsekedar lmeletakkan lkata l“ketuhanan” lpada lkepala lputusan, lmelainkan 

lharus lmenjadi lukuran lpenilaian ldari lsetiap ltindakan lbaik ltindakan lpara 

lhakim litu lsendiri lmaupun ldan lterutama lterhadap ltindakan lpara lpembuat 

lkejahatan. 
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BAB lIII 

METODOLOGI lPENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agara 

penelitian menjadi fokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan. Adapun yang 

menjadi ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang 

meluas dan menyimpang dari yang penulis terapkan. Ruang lingkup penilitian 

bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. 

Ruang lingkup pada penulisan ini berkonsentrasi pada Analisis Yuridis Penjatuhan 

Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Untuk di pekerjakan di luar 

Negeri(STUDI KASUS PUTUSAN : No. 216/PID.B/2011/PN.BTM) dan peraturan 

terkait tindak pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam hukum sangat diperlkukan suatu metode tertentu untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Tipe penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan yuridis normatif. 

Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara melakukan studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan.  

Maksudnya adalah suatu bentuk penelitian yang meneliti dengan cara mengkaji 

dan menganalisis bahan hukum dengan berbagai bahan yang ada di perpustakaan 

seperti Perundang-undangan, dan putusan pengadilan agar memperoleh data dan 

informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, berkaitan dengan 

studi putusan No. 216/PID.B/2011/PN.BTM. 
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C. Metode Pendekatan Masalah 

Pada sebuah penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. 

Dengan pendekatan tersebut diharapkan penulis akan mendapatkan informasi dari 

berbagai aspek mengenai keadaan hukum untuk mencari jawabannya. Dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu Pendekatan Kasus 

(Case Approach), Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan 

Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Adapun penjelasan ketiga macam 

metode ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode pendekatan kasus (Case Approach) merupakan pendekatan yang dapat 

dilakukan dengan mengkajian dan menganalisis kasus yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berkaitan dengan isu yang 

dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum 

yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang 

telah terjadi di dalam masyarakat. Pada penelitian ini peneliti menganalisis 

kasus No. 216/PID.B/2011/PN.BTM 

b. Metode Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) merupakan 

pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang 

Undang dan pengaturan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang 

dibahas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui dasar 

hukum yang sesuai dengan pembunuhan dan dasar putusan hakim dalam 

memberikan sanksi pidana dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). 
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c. Metode Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) Peneliti merujuk pada 

prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam beberapa 

pandangan para sarjana ataupun dokrin-dokrin hukum. Selain itu pendekatan 

konseptual ini juga melihat dari konsep-konsep hukum, teori-teori hukum yang 

nantinya ditelaah kembali sehingga relevan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. 

D. Sumber Bahan Hukum 

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber bahan 

hukum, yaitu : 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan 

hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas 

dan teridiri Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan  

segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun sumber bahan 

hukum yang penulis gunakan, terdiri dari : 

a. Putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor : NO 216/PID.B/2011/PN.BTM 

b. Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007) 

c. Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang No. 31 Tahun 2014)  

2. Bahan Hukum Sekunder  

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang 

berupa buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, data-data dari website resmi 

serta karya ilmiah berupa jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum. Tujuan bahan 
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hukum sekunder sebagai bahan 
42

hukum yang memperkuat bahan primer, 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai refrensi 

yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana Perdagangan 

Manusia (Human Trafficking) Untuk dipekerjakan di luar negeri. 

F. Analisis Bahan Hukum 

Bahan yang diperoleh dalam penelitian, baik itu bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder ini selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, 

berdasarkan rumusan masalah diterapkan, sehingga diharapkan dapat memperoleh 

gambaran yang jelas. Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma 

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap Studi Putusan Nomor 

216/PID.B/2011/PN.BTM yaitu tentang tindak pidana Perdagangan orang untuk 

dipekerjakan di luar negeri. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang 

pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti 
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